
efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta dapat
menetapkan standar harga satuan selain standar
harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas

dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan
di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan
pemeliharaan berpedoman pada standar harga
satuan regional dengan memperhatikan prinsip

efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;

efisiensi,prmsipmemperhatikandengan

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51
ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional, Kepala Daerah

menetapkan standar harga satuan biaya
honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat
atau pertemuan di dalam dan di luar kantor,

pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan
berpedoman pada standar harga satuan regional

Menimbang

BUPATITANATIDUNG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

STANDARHARGASATUANDILINGKUNGANPEMERINTAHDAERAHTAHUN
ANGGARAN2024

TENTANG

PERATURANBUPATITANATIDUNG
NOMOR 25 TAHUN2023

BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSIKALIMANTANUTARA



3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 ten tang

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran negara republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentnag

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Mengingat

c. dan ketentuan Pasal 3 Peraturan presiden Nomor

33 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan

Regional, perlu mentapkan stadar Harga Satuan

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan

berpedoman pada stan dar harga satuan regional

dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,

kepatutan dan kewajaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5587),
sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6322);

6. Peraturan Presiden Nomor33 Tahun 2020 tentang
tentang Standar Harga Satuan Regional(Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor57);
7. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2022 Nomor 11);

'............. _ 'r- _ _



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBDadalah rene ana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Perda.

6. Reneana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen yang memuat reneana

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat reneana

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan

raneangan APBD

7. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan harga

satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung

2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

BABI

KETENTUANUMUM

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANG STANDARHARGASATUANDI
LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAHTAHUNANGGARAN2024

MEMUTUSKAN:



Pasal3
(1)Dalamperencanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :

a. batas tertinggiyangbesarannya tidak dapat dilampaui dalampenyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

b. referensi penyusunan proyeksiprakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

BABII
FUNGSISTANDARHARGASATUAN

Pasal2
(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPDdalam

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan pada prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta seuai dengan

Peraturan perundang-undangan.
(2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan dan

pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran serta seuai dengan Peraturan perundang
undangan.

8. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Satuan
biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk

menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai

biayamasukan.
9. AnalisisStandar Belanjayang selanjutnya disingkat ASBadalah Standar

yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya

yang dianggarkan dalam rencana Kerjadan Anggaran Perangkat Daerah

untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPKadalah

harga barang per unit yangditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam
satu periode tertentu.

,~--



Pasa15

(1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan

standar satuan harga untuk barang yang termasuk dalam kriteria

persediaan dan asset.

(2) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas

Barang Konstruksi/Bangunan dan Barang Non Konstruksi/Bangunan.

(3) SSH Barang Kontruksi/Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu

barang yang digunakan dalam analisis pembentuk Harga Satuan Pokok

Kegiatan (HSPK).

(4) SSH Barang bangunan/konstruksi merupakan harga dasar yang

ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Inflasi

dan belum merupakan keuntungan sehingga perlu menambahkan

keuntungan pada analisis satu pekerjaan yang dihitung melalui mekanisme

perhitungan HPS.

BABIII

STANDARSATUANHARGA

(2)Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan

anggaran kegiatan;dan

b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan

harga pasar dengan dibuktikan dengan data-data yang dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa14

(1)Peraturan Bupati mi memuat Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah

yaitu:

a. SSH;

b. SBU;

c. ASB; dan

d. HSPK.

(2)Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7
(1) SBUsebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat 1huruf b terdiri dari :

a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya pajak, bea dan tarif;
c. satuan biaya perjalanan dinas;
d. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan luar kantor.

(2) SBUyang dimaksud ayat (1)merupakan Standar Harga Pemerintah yang
tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan

anggaran.
(3) SBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar besaran

biaya tertinggiyang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya
kegiatan, yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BABIV
STANDARBIAYAUMUM

(5) SSH sebagaimana dimaksud dalam ayat Barang Non Konstruksi bersifat
estimasi dan disusun berdasarkan komponen Harga Eceran/Pasaran

Tertinggi (HET), Inflasi, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan

Overhead/ Profit.
Pasal6

(1) Ketentuan biaya penginapan untuk dinas luar dan dalam daerah yang

meliputi dalam atau luar wilayah ProvinsiKalimantan Utara dengan tidak
menggunakan bill hotel atau bukti pembayaran penginapan makan
dibayarkan denganmenggunakan tarif 30% (tigapuluh persen)dari standar
biaya penginapan berdasarkan golonganatau jabatan.

(2) Ketentuan baiaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang

berlaku pada kemeterian /Lembaga.
(3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada

Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas.



BABVI

HARGASATUANPOKOKKEGIATAN
Pasal9

(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memuat
rekapitulasi standar kegiatan fisik atau konstruksi serta uraian kegiatan

pada kegiatan fisik atau konstruksi.
(2) HSPKdisusun dengan metode analisis yang distandarkan untuk setiap jenis

komponen kegiatan dengan menggunakan SSHdan SBU.

BABV

ANALISISSTANDARBIAYA
Pasa18

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
kegiatan fisik dan kegiatan non fisik.

(2) ASBkegiatan fisik dan kegiatan non fisik disusun berdasarkan komponen

yang terdiri dari SSH serta SBU yang disusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan metode analisis yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(4) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua)jenis

standar biaya yaitu :
a. Standar Biaya Umum (SBU);dan
b. Standar Biaya Khusus (SBK).

(5) Standar Biaya Umum (SBU)sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
adalah batas tertinggi transaksi seperti honorarium, uang harlan, perjalanan
dinas, dan sebagainya dan/ atau estimasi transaksi (seperti tarif hotel,

indeks biaya kantor dan sebagainya).
(6) Standar Biaya Khusus (SBK)sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b

sebagai pedoman dalam penghitungan biaya keluaran dari suatu kegiatan,
referensi penyusunan prakiraan maju dan penghitungan pagu indikatif

tahun anggaran berikutnya.



BABVII

PERUBAHANSTANDARHARGASATUAN

Pasal 11

(1) Perubahan Peraturan Bupati ini dapat dillakukan paling banyak 2 (dua) kali

dalam l(satu) tahun;

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka

untuk:

a. mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;

b. mengakomodir item barang yang belum tercantum pada Peraturan Bupati

ini; dan Iatau
c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.

(3) Dalamhal terjadi perubahan harga yang melebihistandar hargaj'biaya atau
adanya usulan baru diatur sebagai berikut :
a. Pimpinan SKPDmengusulkan perubahan kepada Bupati c.q Sekretaris
Daerah.

b. Pimpinan SKPDmelampirkan 3 (tiga)bukti survei harga dari distributor;

c. Sekretaris daerah melalui TimPenyusun SSHdan SBUmengkaji usulan
sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan Tahun 2024.

Pasall0

a. HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan hasil perhitungan

SKPD teknis terkait, yang mengacu pada peraturan perundang- undangan

terkait konstruksi dan bangunan.

b. SKPD teknis terkait sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

c. Untuk analisis kegiatan fisik atau konstruksi yang belum ada dalam standar

satuan harga dapat mengajukan perubahan kepada tim penyusun;

d. Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan

hasil analisis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



H KABUPATENTANATIDUNGTAHUN2024 NOMOR 25

RAHKABUPATENTANATIDUNG

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Juli 2023

IBRAHIMALI

•

BUPATITANATIDUNG,

Ditetapkan di Tideng Pale
pad a tanggal 03 Juli 2023

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana

Tidung.

•

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


